
BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURANBUPATIENREKANG 
NOMOR 21 TA-1-\L!� 2.01')- 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 12 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka 
dipandang perlu untuk menyusun dokumen Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan 
penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terkait 
adanya Perubahan Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2017; 

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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dari APED Kabupaten maupun sumber-sumber pendanaan 
lainnya. 

(3) Dokumen Perubahan RKPD disusun dengan menggunakan 
rancangan Perubahan Renja-SKPD yang telah dievaluasi dan 
dipaduserasikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan serta dokumen perencanaan lainnya sebagai 
bahan masukan, yang secara lengkap diuraikan dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. 

di Enrekang 
pada tan al :i..8 .Jt.tLJ 2-1 n- 

ENREKANG," r 

Diundangkan di Enrekang 
pada tangga! ;). L I :;i..o I 7 

CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR :) ! 


